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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 90 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Mnimbang : a. bahwa dengan diberlakukannrya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Organlsasi Perangkat Daerah Keputusan Gubemur Nomor 
71 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubermur Nomor 
529 Tahun 1997 tentang Prosedur Pemusnahan Arsip/Dokumen Inaktif 
Pomerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta sudah tidak sesuai dengan 
kondisi saat ini, sehingga perlu disempumakan; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud pada huruf a 
dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 25 Poraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan, perlu 
menetapkan Peraturan Guberrur tentang Pengelolaan Arip Inaktff; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kearsipan; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 
Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perurdang-undangan; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai tbukota Negara Kesotuan 
Republik Indonesia; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip; 
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7 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan; 

8. Peraturan Pererintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Stanar Pelayanan Minimal; 

9. Peraturan Pemerintah Noor 38 Tahun 20O' tentang embagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsl dan Pererintaban Daerah Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan 
Fungslonal Arsiparis dan Pustakawan; 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undan 

12. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tertang Pengelolaan Arsip 

Statis; 

13 Keputusan Monter] Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEPI3M.PAN/7/2O03 tantang Podoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik 

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
EP2SM.PAN2??_"ago odels epuasan Masraratat unit 
Pelayanan Instansi Pemerintah; 

15. Kept.an_ Menton """aan Aparatur Nogare Nomor 
KEPI28M.PAN2/20O4 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan 
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

16. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republk Indonesia dan 
Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomar 3 Tatun 2002Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Arsiparis dan Angka Kroditnya; 

17. Peraturan Daerah Nomor f Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Kearsipan; 

18, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah, 

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerat; 

20. Peraturan Gubermur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

21, Peraturan Guberur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pendosiran Arip/Dokumen Daerah di Lingkungan Pererintah 
Provinsi Daerah Khusus tbukota Jakarta; 

22. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Serah Arsip 
Dokumen Daerah; 

23. Peraturan Gubemur Nomor 74 Tatun 2008 tentang Pembakuan 

Prasarana dan Sarana Kearsipan; 
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24. Keputusan Gubemur Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pola Administrasl 
Kearsipan dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Khusus lbukota 
Jakarta; 

25. Keputusan Gubernur Nomor 485 Tahun 1994 tentang Klasifikasi 
Kearsipan Peerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

26. Keputusan Gubernur Nomor 352 Tahun 2004 tentang Kode Klasifikasi 
dan Tata Cara Penyimpanan Arslp Pemerintah Propinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta; 

27. Keputusan Guberur Nomor 1379 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Penyusutan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

MEMUTUSKAN; 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan; 

1, Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukola yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta adalah Gubernur 
beserta Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 
sebagal unsur penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. 

4. Sekretaris Deerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Dar rah  Khusus  
lbukota Jakarta 

5. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan BPAD adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Oaerah Provinsl 
Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

6. Kepala BPAD adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 

7. K0ta Administrasi dan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut 
dengan KotaKabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi dan 
Kabupaten Administrasl di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

8. Kantor Perpustalaan dan Arsip Kota Administrasi/Ka Administrasi, 
yang selanjutnya disingkat dengan PAK adalah Kantor Perpustakaan 
dan Arsip pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Peragkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsl 
Daenah Khusus Ibukota Jakarta. 
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10. Arsiparis adalah Pegawai Pemerintah Provinsi yang diangkat ke dalam 
Jabatan Fungsional di Bidang Kearsipan berdasarkan persyaratan 
tertentu. 

1f. Arsip adalah Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh 
penyelenggara kearsipan dalam bentuk corak apapun balk dalam 

keadaan tunggal maupun berkelomnpok dalamn rangia pelaksanaan 
kegiatan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat. 

12. Pengelolaan Kearsipan adalah Rangkaian proses manajemen yang 
berkesinambung.an dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip sebagal 
bukti pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah dan merori kolektif 
bangsa, dirulal dart penciptaan, pengolahan informasi dan 
penggunaan, pengaturan, penyimpanan, pelayanan, pereliharaan, 
penyusutan, pelestartan sampal dengan pembinaannya. 

13. Arsip Dinamis adalah Arslp yang dipergunakan secara langsung dalam 
perencanaan, pelaksanaan, penyelenggarfaan kehidupan kebangsaan 
pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam 
penyelenggaraan Admiristrasi Negara yang terdini dart : Arsip Aktif dan 
Arip Inaktif. 

14. Arsip Aktif adalah Arsip Diramis yang secara langsung dan terus­ 
menenus dipertukan dan dipergunakan dalamn penyelen9gar aan 
administrasi. 

15. Arip Inaktif adalah Arip Dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk 
penyelenggar aan adrninistrasi sudah menurun. 

16. Daftar Pertelaan Arsip adalah Daftar yang borisi rinclan informnasl 
berkas yang tersusun secara kronologis dan digunakan untuk 
epentingan penyusutan A4sip. 

17. Jadwa! Retonsi Arsip yang selanjutnya disingkat JFA adalah Daftar 
yang beris! tentang janga waktu penyimpanan Arsip yang 
dipergunakan sebagai podoman penyusutan Arip. 

18. Klasifikasi Arsip adalah Pengelompokan informasi Arsip yang 
didasarkan pada tugas pokok dan tungsi organisasi yang disusun 
secara logis dan sistematis. 

1g. Pemindahan Arsip adalah Merindahkan Arsip inaktif dart unit kerja/unit 
pengolah kepada Unit Kearsipan/Kantor Arsip Daerah. 

20. Pemusnahan Arsip adalah Kegiatan penghancuran atau penghilangan 
informasi Arsip yang tidak berguna sesual ketentuan yang beraku. 

21. Pelestarian Arsip adalah Keseluruhan proses dan kegiatan dalam 
rangka perlindungan dan penyelarmatan untuk kepentingan pernanfaatan 
arsip pertanggungewaban nasional dan merori kolektf bang8a. 

22. Perawatan Arsip lnaktif adalah Kegiatan pencegahan dan restorasi 
terhadap terjadinya kerusakan baik kondisi fieik mnaupun inforasi yang 
dikandung dalam Arslip lnaktif. 

23. Pencegaban adalah Usaha, menoegah dan menyelamnatk.an Arsip 
terhadap faktor-faktor yang menimbulkan komplikasi. 
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24, Penyimpanan Arsip inaktif adalah Proses dan cara penempatan Argie 
lnaktif pada ternpat khusus Penyimnpanan Arsip lnaktif sesual persyaratan tempat dan tata cara teknis Peryimpanan Arsip 

25. Penyelamatan Arslp lnaktif adalah Kgiatan Pernyelamatan Arsip [nakati 
terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fislk serta informasi yang 
terkandung dal~m Arsip dengan cara membuat duplikat Arsip dan/ata~ 
mengalihbentukkan Arsip ke dalam bentuk media yang lain. 

26. Fengguaan Arsip adalah Pomanfaatan Asip untuk kegiatan pemerintahan, 
penelitian, pendidikan, pengembangan ilriu pengetahuan dan teknologi, 
seta penyebaran inforiasi, dengan tetap memperhatikan keselamat~n dan keutuhan Arsip. 

27. Restorasi adalah Pengembalian, poryempuraan dan pemulihan yang 
mengandung informasl kepada keadan Arsip. 

28. Berkas adalah Himpunan Arsip yang sama masalahnya tetapi tidak berkaitan antara satu dengan lainnya. 
29. Boks Arsip adalah Terpat penyimpanan Arsip dalam bentuk boks. 

BAB IN 

SUMBER ARSIP INAKTIF 
Baglan Kesatu 

Lingkup Provins 
Pasal 2 

Sumber Arsip inaktif Lingkup Provinsi, meliputi; 
a. Guberur; 
b Sekretaris Daerah; 
c. Sekretaris DPRD; 
d. Inspektorst; 
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; f. Dias; 
g. Lembaga Teknls Daerah; h. Kota Administrasi; 
i Kabupaten Administrasi; 
j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; 
k. Perusahaan Daerah (), Sadan Usaha Mik Daerah (BUMD) an Koperasi; 
I. Yayasan milk Pemerirtah DBergh; 
m. Badan Pengelola, 
n. instansi vertikal di Daerah; dan 
0. Dewan dan Organisasi/Asoelasi Lingkup Provine, 

Pasal 3 

(1) Samber Arsip Inaktif pada Gubermur, Sekretaris Daerah dan Aslisten, 
sebagal berikut: 

a. Gubemur dan Wail Gubemur; 
b. Sekretaris Daerah; 
c. Inspektorat; 
d. Badan Perencanaan embangunan Daerah; e. Asisten Pemarintahan; 
f. Asisten Porekonomian dan Administrasi; 
g. Aeisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan h. Asiston Kesejahteraan Masyarskat. 
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(2) Surber Arsip Inaktif di Sekretariat Daerah sebagai berikut : 

a. Biro Tata Pererintahan 
b. Biro Hukum; 
c. Biro Organisasi dan Tatalaksana; 
d. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; e. Biro Perekonomian; 
f. Biro Umum; 
g. Biro Prasarana dan Sarana Kota; 
h. Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; 
i, Biro Kesejahteraan Sosial; dan 
j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. 

(3) Sumber Arsip Inaktif di Dines, sebagai berikut : 

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip#it; 
b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; 
c. Dinas Komunikasi, Informalika, dan Kehumasan; 
d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; 
e. Dinas Perindustrian dan Energi; 
f. Dias Kelautan dan Pertanian; 
g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
h. Dinas Pertubungan; 
i. Dinas Tenaga Kera dan Transmigrasi; 
• Dinas Pekarjaan Umum; 
k. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 
l. Dinas Tata Ruang; 
m. Dings Pengawasan dan Penertiban Bangunan; 
n. Dinas Pertamanan dan Permakaman; 
o. Dinas Kebersihan; 
p. Dinss Sosiat; 
q. Dinas Pendidikan; 
r. Dings Kesehatan; 
s. Dinas Olahraga dan Pemuda; 
t. Dinas Pelayanan Pajak; dan 
u. Satuan Polisi Pamong Prala (Satpol PP) 

(4) Surber Arsip lnaktif di Lembaga Teknis Provinsi, sebagal berikut : 
a. Badan Perencanaan Pemnbangunan Daerah; 
b. Badan Penanaman Modal dan Promosi; 
c. Badan Pengelola Lingkungan Hidup; 
d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluare 

Berencana; 
e. Badan Pengelolaan Keuangan Da0rah 
f. Badan Kepegawaian Dax rah; 
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
h. Badan Pendidiken dan Peletihan 
i. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; 
j. RSUD;dan 
k. RSKO. 

(5) Sumber Arsip lnaktif pads Seketaris DPRD dean Sekretariat DPRD, 
sebagai berikut: 

a. Komisi A; 
b. Komisi B; 
c. Komis! C; 
d. Komisi D; 
e. Komisi E; dan 
f. Sekretariat DRD. 
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(6) Sumber Arsip Inaktif di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, antara laln; 

a. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
b. UPT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; 
c. UPT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, darn 

Perdagangan; 
d. UPT Dinas Perindustrian dan Energi; 
e. UPT Dinas Kelautan dan Pertanian; 
f. UPT Dins Pariwis@ta dan Kebudayaan; 
g. UPT Dinas Perhubungan; 
h. UPT Dines Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
i. UPT Dinas Pekerjaan Umum; 
j. UT Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 
k. UpT Dinas Pertamanan dan Pemakaman; 
I, UPT Dinas Kebersihan; 
m. UPT Dinas Sosial; 
n. UFPT Dines Pendidikan; 
0, (pr pinas Kesehatan 
p. UT Dinas Olahraga dan Pemuda; dan 
q. UT Dinas Pela yanan Pajak. 

(7) $umber Arsip lnaktif di Bedan Usaha Milik Deerah (BUMD) darn 
Koperasi, melliputi: 

a. PD Paser Jaya; 
b, PDPembangunan Sarena Jaya 
c. Bank DKI; 

d. PT Jakarta Proportindo; 
e. PD Air Minum (PDAM); 
f. PDPAL Jaya; 
g. PT Food Station Cipinang Jakarta; 
h. PT Ceman! Toka; 
l. PT Pulo Mas; dan 
]. Koperasi Mike Pemnda. 

(8) Surber Asip lnaktif pada Yayasan milik Perorintah Daerah, meliputl ; 

a. Yayasan Pulo Mas Jaya; 
b. Yayasan Putri Bahagia Bangsa; 
c. Yayasan Putra Bahagia; 
d. Yayasan Korpri; 
e. Yayasan Sayang lbu; 
f, Yayasan Dian Rama Karye; 
g. Yayasan Werda Marga Jaya; 
h. Yayasan Kesenian Jakarta; 
i. Yayasan Santi Rama; 
j. Yayasan Bea Siswa Jakarta; 
k. Yayasan Wisma Jaya Raya; 
I. Yayasan Krematortum Cilincing; 
m. Yayasan Pekan Raya Jakarta; 
n. Yayasan Pendidikan Jayakarta; dan 
0. Yayasan Pondok Karya Pembangunan. 

(9) Surber Arsip Inaktif di Badan Pengelola, meliputi : 

a. Badan Amil Zakat dan Shadaqoh Provinsi DKl Jakarta; dan 
b. Badan Narkotika Provinsi (BNP). 
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(10) Surber Arsip Inaktif di lnstansi Vertikal di Daorah, meliputi: 

a. Kanwil Kementerian Agama; 
b. Kanwil Kerenterian Hukum dan HAM; dan 
c. Komisi Perilihan Umum Daerah (KPUD). 

(11) Sumber Arsip lnaktif pada Dewan, Organisasi/Asosiasi, Lingkup 
Provinsi, antara lain : 
a. Dewan Pendidikan Daerah; 
b. Dewan Transportasi Daerah; 
c. Dewan FRiset Daerah; 
d. Dewan Pengupahan Deerah; 
e. Komisi Pen~nggulangan HIV dan AIDS; 
f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DK! Jakarta; 
g. KON Provinsi DKI Jakarta; 
h. KNP Provinsi DKI Jakarta; dan 
i. PMI Provinsi DK! Jakarta. 

Bagian Kedua 

Lingkup KotaKabupaten Administrasi 

Pasal 4 

Surber Arsip Inaktitf Lingkup Kota dan Kabupaten Administrasl, meliputi: 

a. Walikota, Bupati, Wakit Walikota, Wakil Bupafi dan Sekretaris Kota dan 
Kabupaten Administrasi; 

b. Sekretariat Kota dan Kabupa te n  Administrasi; 
c. Asisten Kota dan Kabupaten Administrasi; 
d. Suku Dinas; 
a. Lembaga Teknis Lingkup Kota dan Kabupaten Administrasi; 
f. Dewan dan Organisasi Lingkup Kota dan Kabupaten; 
g. Instansi Vertik~l Lingkup Kota dan Kabupaten; 
h. Kecamatan; dan 
i. Kelurahan, 

Pesal 5 

(1) Sumber Arsip lnaktif pada Asisten Kota dan Kabupaten Administrasi, 
meliputi: 

a. Asisten Pemarintahan; 
b. Asisten Perekonomlan dan Administrasi; 
c. Aslsten Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan 
d. Asisten Kesejahteraan Masyarakat. 

(2) Sumber Arsip Inaktif pada Sekretariat Kota dan Kabupaten 
Administrasi, mneliput: 

a, Bagian Tata Pemerintahan; 
b. Bagian Hukum; 
c. Bagian Ketatalaksanaan; 
d. Bagian Umum dan Protokot; 
e. Bagian Perekonomian; 
f. Bagian Keuangan; 
g. Bagian Prasana dan Sarana Kota; 
h. Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; 
i. Bagian Kesejahteraan Sosial; dan 
j Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual. 
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(3) Sumber Arsip Inaktif pada Suku Dinas, meliputi: 

a. Suk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
b. Suku Dinas Pemadam Kabakaran dan Penanggulangan Bencana; 
c. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan; 
d. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecll dan Menengah dan 

Perdagangan; 
e. Suk Dinas Perindustrian dan Energi; 
f, Suku Dinas Pertanian dan Petemnakan; 
g. Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan, 
h. Suku Dinas Petermakan, Perikanan, dan Kelautan; 
i. Suku Dinas Kelautan dan Pertanian; 
j. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
k. Suku Dinas Perhubungan; 
I. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
m. Suku Dinas Pekerjaan Umum; 
n. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 
0. Suku Dinas Tata Ruang; 
p. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan; 
• Suku Dinas Pertamanan dan Pernakaman; 
r. Suku Dinas Kebersihan; 
s. Suku Dinas Sosisl; 
t. Suku Dinas Pendidikan Dasar; 
u. Suku Dinas Pendidikaan Menengah; 
v. Suku Dinas Kesehatan; 
w. Suku Dinas Olahraga dan Pemuda; dan 
x. Suku Dinas Pelayanan Pajak. 

(4) Sumber Arsip inaktlf pada Lembaga Teknis Kota/Kabupaten 
Administrasl, meliputi: 

a. Inspektorat embantu Kota'Kabupaten Administrasi; 
b. Kantor Perencanaan Pembangunan KotaKabupaten Administrasi; 
c. Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi; 
d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi; 
e. Kantor Pengelola Lingkungan idup KotaKabupaten Administrasi; 
f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan KB 

KotaKabupaten Administrasi; dan 
g. Kantor Perpustakaan dan Arsip KOta/Kabupaten. 

(5) Sumber Arsip Inaktif pada Instansi Vertikal Kota/Kabupaten 
Administrasi, antara lain melliputi ; 

a. Kantor Kemnenterian Agama Kota; 
b. Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kota; dan 
c. Komisi Pemitihan Urum Kota/Kabupaten (KPUK) 

(6) Surber Arsip laktif pada Dewan dan Organisasi Lingkup KotaKabupaten 
Administrasi, antara lain: 

a. Dewan Kota dan Dewan Kabupaten Adminlstrasl; dan 
b. KONIKota dan Kabupaten Administrasi. 

(7) Surber Arsip Inaktif di Kecamatan, meliputi: 
a. Camat; 
b. Kecaratan; dan 
c. Kantor Urusan Agarna (KUA) 

7 
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(8) Sumber Arsip Inaktif di Kelurahan, meliput; 

a. Lurah; 
b. Kelurahan; dan 
c. Lembaga Musyawarah Kelurahan. 

Pasal 6 

Surber Asip Lingkup Provins! dan Kota/Kabupaten Administrasl 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Arsip lnek 
wajib diserahkan kepada Kepala BPAD tau Kepala KPAK, 

BAB IN 

BENT'UK DAN JENIS ARSIP INAKTIF 
Pasal T 

(1) Bentuk Arsip lnaktif berupa: 

a. tekstual, antara lain berupa naskah tulis, ketik atau cetak; 
b. kartografi, antara lain berupa peta, bagan, diagram, pita kaset 

piringan, CD dan grafls lainnya; dan 
c. piktoral, antara lain berupa gambar, film, foto dan sebagainya. 

(2) Berdasarkan proses pernbuatan, Arsip lnaktif berupa ;  
a. asll; 
b. tembusan; 
c. salinan/foto kopi; dan 
d. penggandaan/reproduksi, 

BAB IN 

RUANG LINGKUP 

Pasal 8 
FRuang Lingkup Fengelolaan Arsip lnaktif dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: 

a. penataan dan pemindahan; 
b. penggunaan; 
c. penyimnpanan dan perawatan; dan 
d. penyusutan. 

BAB V 
PENATAAN DAN PEMINDAHAN 

Pasal 9 

Penataan dan Pemindahan Arsip Inakttf menjadi tanggung jawab Kepala 
SKPD/UKPD atau Unit Kerja bersangkutan sebagaimana dimaksud dalarm 
Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, sebelum diserahkan kepada Kepala BA 
dan Kepala KPAK 
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Pasal 10 

(1) Panataan Arsip Inaktif dilakukan untuk momnudahkan kegiatan sebagai berikut; 

a. pemilahar/penyiangan menurut materi dan keadaan fisik arslip 
sesuai dengan Jadwal Retensi Arslp (JRA); 

b. restorasi dan pengelompokkan menurut kesamaan masalah dalam f (satu) berkas; 
c. menghimpun Arsip sesuai dengan urusan masalahnya satu samna 

lain saling berkaitan; 
d. mengiventaris.a isi berkas; 
e. mengindoks isi berkas; 
f. mengemas berkas ke dalam map dan boks; 
g. pelabelan; dan 
h. pembuatan daftar pertelaan Arsip; 

(2) Setelah dilakukan penataan sebagaimana dimnaksud pada ayat (1), 
dibuatkan Berta Acara Pemindahan yang ditandatangani oleh Kepala 
SKPD dan Kepals BPAD, 

Pasal 1f 

(1} Arsip Inkatif diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BPAD atau 
Kepala KPAK. 

(2) Ponyerahan Arsip lnaktif sebagaimana diraksud pada ayat (1), 
dibuatkan Berta Acara Penyerahan Arsip lnaktit. 

(3) Bentuk Berita Acars Penyerahan Arsip inaktif dan Dafar Penyerahan 
Arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam 
Lampiran la dan Lampiran lb Peraturan Gubernur ini. 

BAB VJ 

PENGGUNAAN 

Pasal 12 

(1 Arsip Inaktif yang diserahkan kepada BPAD, dlkelola oleh BPAD tau 
KPAK dan dapat digunakan untuk kepentingan keglatan pemerintahgt, 
penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta penyebaran informnasi, 

(2) Penggunaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tetap memporhatikan keselamatan dan keutuhan Arsip. 

Pasal 13 

(1) Penggunaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar Lingkungan Kantor BPAD atau KPAK 

(2) Penggunaan Arsip inaktf yang dilakukan di luar Lingkungan Kantor 
BPAD atau KPAK sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), hanya dapat 
dlakukan atas dasar izin tertullis dart Kepala BPAD atau Kepala KPAK 
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(3) Untuk merperoleh izin penggunaan Arsip inaktif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pemohn menyampaikan trlebih dahulu Surat Pemohonan Tertulis k~pada Kepala BPAD atau Kepala KPAK. 

(4) Kpala BPAD alau Kepala _ KP AK  wajib memberikan jawaban ates 
permohonan penggunaan Arsip lnaktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), berupa pemberian atau penolakar lzin Penggunaan Arsip lnaktif. 

(5} Dalam hal lzin Penggunaan Arsip inaktif ditolak sebgaimnana dimsksud 
pada ayat (4), Kepala BPAD tau Kepala KPAK hars memberikan alasan penolakannya. 

(6) Kotenttan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis [zin Penggunaan Arsip 
lnaktif sebagaimania_dim~ksud_pads ayat (2), ayat (3), ayat (4) dai ayat (5), ditetapkan Kepala BPAD. 

Pasal 14 
Kepala BPAD atau Kepala KPAK wajib menghentikan penggunaan Arsip 
Inaktif apabila dalarn pelaksanaannya tidak sesuai dongan permohonan izin penggunaan Arsip Inaktif. 

BAB VII 
PENYIMPANAN DAN PERAWATAN 

Pasal 15 
Penyimpanan dan Perawatan Arsip lnaktif menjadi tanggung jawab Kepala BPAD ~tau Kepala KPAK. 

Pesal 16 
Penympanan Arsip lnaktif sebagaimana dimaksud dalam Paga4 4s 
dilakukan sesuai persyaratan tempat dan tata cara Penyimpanan Arsip. 

PAsal 17 
(1) Perawatan Arsip lnaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

dilakukan melalul pencegahan dan restorasi terhadap kerusakan Arsip 
(2) Pencegahan _sebagaimana dimaksud _ pada  ayat  (1), ditujukan kepada 

kondlisi fisik dan informasi yang dikandung dalam Arsip ln~ktit. 
(3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap 

ondisi fisik Arsip Inaktif yang mengalami keisakn, 

Pasal 18 

Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dllakukan dengar cara; 

a. menyeloksi dan membersihkan fisik Asip; 
b. mendokumentaslkan inforasi yang dlk~ndung; 
c. mensterlkan dart perusak Arsip; 
d. merestorasi Arsip yang kondisi fisik mnengalami kerusakan; e. menyimpan Arsip inaktif; 
f. mengontrol tempat penyimpanan dan kondisi fisik Arsip secara berkale; dan 
g. tindakan lain yang diperlukan dalam Perawatan Arsip Inaktif. 
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Pasal 19 

(1) Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan 
dengan tahapan sobagai berkut ; 

a, mencatat kerusakan kondisi fisik Arsip Inaktif; dan 
b. memperbaiki kondist fisik Arsip yang mengalami kerusakan 

(2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
memperhatikcan keutuhan informasi yang dikandung dalam Asip Inaktif. 

Pasal 20 

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Penyimpanan dan 
Perawatan Arsip Inaktif, ditetapkan oleh Kepala BPAD 

BAB VIII 

PENYUSUTAN 

Pasal 21 

(1) Penyusutan Arsip lnaktif dilakukan oleh Kepela BPAD melalui kegiatan 
pemusnahan sesual dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA), 

(2) Kegiatan Perusnahan Arsip Inaltif sebagaimana dimaksud pad'a ayat (1) 
bertujuan untuk menghilangkan ldentitas Arslp lnaktif yang sudah tidal 
mempunyai ilai guna darVatau telah melampaui jangka waktu 
penyimpanan. 

Pasal 22 

(1) Kepala BPAD atas nama Gubernur membentuk Paniltia Pemusnahgn 
Avip lnaktif, yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD/UKPD 
torkait dan Pencipta Arsip bersangkutan. 

(2) Dalam setiap melakukan tugas Pemusnahan Arsip laktif, Panitia 
Pemugsnahan Arslp [naktif sebagaimara dimaksud pada ayat (1) 
disertai dengan Surat Tug8s. 

(3) Bentuk Surat Tugas sabagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum 
dalam Larnpiran I Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 23 

(1) Panitia Pemusnahan Asip lnaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tugasnya: 

a. melakukan penilaian dapat atau tidak Arsip Inaktif dimnusnahkan; 
b. memberkan pertimbangan atas Arip inaktif yang akan dimusnahkgn 

dan 

c. melakukan penelitlan atas fisik Arsip Inaktif bila kesulitan dalam 
melakukan penilaian Arsip lnaktif. 



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairana diraksud pada ayat (1), 
Panitia Pemusnahan Arsip Inaktif mempunyai fungsi: 

a. membuat daftar pertelaan Arsip lnaktlf yang dapat dimusnahkan dan 
tidak dapat dirusnahkan; 

b. membuat daftar pertelaan Arsip lnakif berita acara penilaian Arsip 
Inaktif; dan 

c. menyerahkan dafar pertolaan Arsip inakif dan berita acara 

penilaian Arsip lnaktif kepada Kepala 8PAD. 

(3) Bentuk Format Daftar Pertelaan Arsip (nakttf dan Dattar Pertelaan Arsip 
lnaktif sebagaimana dimaksud pada aryat (2), tercanturm dalamn Lamnpiran lll 
dan Lampiran IV a dan Lampiran IV b Peraturan Gubernur ini 

Pasa 24 

(1) Kepala BPAD memberikan persetujuan terhadap Arsip lnaktlf yang 
telah dinilai Panitia emusnahan Arsip sebagairana dimaksud dalam 
Pasal 23, untuk dimusnah kan. 

(2) Bentuk format Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran V a dan Lampiran Vb Peraturan Gubemur ini 

Pasal 25 

(1) Kepala BPAD melakukan Pemus"" esp inaktit dorgan cara 

dirajang, dibakar atau dihancurkan secara kiriawi, dengan disaksikan 
sekurang-kurangnya 2 (dua} orang anggota Panila Permusnahan Arsip 
lnaktif. 

(2) Pelaksanaan Perusnahan Arsip naktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilengkapi dengan Borita Acara serta Daftar Pertelaannya. 

Pasal 26 

epala BPAD wajib membuat laporan hasll pelaksanaan Pemusnahan Arsip 
naktit kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

8AB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 27 

(1) Kepala BPAD dan Kepals KPAK berkewajiban membina dan 
mengawast pelaksanaan pengelolaan Arsip Inaktif sesuai dengan 
ingkup tugas dan fungsinya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimnaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui; 

a. bimbingan teknis; 
b. konsultasi; 
c. penyuluhan; dan 
d. pendidikan dan pelatihan. 

(3) Pengaw rsan sebagaimana diraksud pada ayat (1), dllaksanakan 
melalui kegiatan supervisi, permantauan dan pengendalian, 

I 

I 

I 

I 
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Pasal 28 

(1) Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Kepala KPAK, wajib 
dilaporkan kepada Kepala BPAD dan WalikotaBupati bersangkutan, 

(2) Hasill Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Kepala BPAD 
selanjutnya dilaporkan pada Guberur melalui Seretaris Daergh. 

BAB X 

PEMBIAYAAN 

Pasal 29 

Biaya yang diperdukan urtuk melakukan penataan dan permindahaan Arsip 
lnaktif yang dilakukan oleh pencipta Arsip Inaktif sebagairana dimaksud 
dalam Pasal 3 gampai Pasal 5, menjadi tanggung jawab pencipta Arsip 
bersangkutan. 

(1) Biaya yang diperukan untuk melakukan Penyimpanan, Perawatan dan 
Penyusutan Arsip Inakif Lingkup Provinsl dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Dokumen Pelaksanan 
Anggaran (DPA) BPAD. 

(2) Biaya yang diperukan untuk melakukan Ponyimpanan, Perawatan dan 
Penyusutan Arsip Inaktif Lingkup Kota dan Kabupaten Administrasi 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) KPAK 

8AB X 

PEMBER!AN INSENTIF 

Pasal 31 

(1) Kepada Petugas dan/atau Arsiparts yang ditugaskan dalam 
pengelolaan Arsip Inaktif diberikan Insentif sesuai dengan beban 
tugasnya dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal Pemberian Insentif Petugas gtau 
Aarsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan olet 
Gubemur. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUT UP 

Pas.al 32 

Hada saat Peraturan Gubernur ini mulai bertaku, Keputusan Gubernur 
Nomor 529 Tahun 1997 tentang Prosedur Perusnahan Arsip/Dokumen 
lnaktif Pemerintah Daerah Kusu lbukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memnerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penernpatannya dalam Beritg Daerah Provinsi Daersh Khusus lbukota Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Apr1 2010 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Met 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

MUHAYAT 
NIP 050012362 

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2010 NOMOR $6 



Lampiran la Peraturan Guberur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 90 TAM¥ 2010 
Tahun 7 April 2010 

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP INAKTIF 

NOMOR ···-·· .. ··-···· ··-·· . 

Pada hari ini, tanggal ..•.....•••••••. bulan .........•.... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah in; 

1. Nama 
Instansi 
Jabatan 
NIP 

. . . . . . . . . .  

.  .  ···-· ·-· ·•··· . . 
. . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  

dalam hal ini bertindak atlas nama dan untuk SKPD/UKPD/Minstansi 
- . 8 0 0 0 0 . . . . 0 . . . . 0 . . . . . . . . . . . ,  yang selan]utnya disebut PIHAK pERTAMA 

. 

. . . . . . . . . .  .  

. . . . . . . .  

2. Nama 
Jabatan 
NIP 

datam hal inl bertindak atas nama dan untuk Baden Perpustakaan dan Arsip DaerahN 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/Kabupaten ............•...• yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Menyatakan telah mengadakan serah terima Arsip Inaktif sebagairmana tercantum 

dalam Daftar Penyerahan Arsip lnaktif untuk diserahkan kepada Badan Prpustakaan dan 
Arsip Daerat/Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/Kabupaten ..................... 

Yang Menyerahkan, 
Pihak Pertama, Yang Menerima 

Plhak Kedua, 

. . . . .  

NIP . . . 

NJP . 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUS US 
II 'TA JAKARTA, 

F UZ 0 



Lampiran lb Peraturan Guberur Provinsi Daerah Khusue 
lbukota Jakarta 

Nomor 90 TAHUN 2010 

Tahun 7 Apr11 2010 

DAFTAR PENYERAHAN ARSIP INAKTIF 

DARE: ........................0........... (SKPD/UKPD/lrstansi) 

KODE MASALAH NOMOR JANGKA PANJANG 
No. POKOK SUB DAN BENTUK WAKTU JA.JAR KET. TGL 

• 
m ( (2) (3) (4) 
7 (8) 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
I! [A JAKARTA, 

• 



Lampiran II · Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 90 TAU 2010 

Tahun 7 Apr11 2010 

SURAT TUGAS 

NOMOR . 

Berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor .......o..sos».... Tahun ..-cos..oo...., tentang 
Pengelolaan Arsip Inaktit, dengan ini Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta : 

MENUGASKAN: 

f  sebagai k%4e : . . ·•·..... ,__ 

2. . .. 

3. 

4. . •··· ..•..•..........•. 
5. . ......•....... ······•· .. 

sebagai Wail Ketua 
sobagai Sekretards 

sebagai Anggota 

sebagai Anggota 

. 

6 . 9ebag.a1 Anggota 

7. ·················································· - - 

Untuk t a. memberikan pen#alan dapat atau tidaknya euatu Arsip Inaktif dimusnahk.an; 

b. membuat Daftar Pertelaan Arsip inaktif yang dapat dimusnahkan dan tidak 

dapat dimusnahkan, 

c. membuat Berta Acara Penilaian Arsip Inaktif; 

d. menyerahkan Daftar Pertelaan Arsip lnaktif dan Benita Acara Penllaian 
Arsip Inaktif kepada Kepala BPAD; dan 

e. membuat Berta Acara Pemusnahan Arip inaktif. 

Surat tugas ini berlaku mulai tang.al .........oo........ sampai dengan .......coo-coo... 
lahun -. 

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-balknya dan penuh tan9gung jawab. 

Dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal 

KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAE RAH 
PROVINS! DKI JAKARTA, 

N[p _ o o o . % +  

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUK ' A  JAKARTA, 

• 

0 



Lampiran IM Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Kusu8 

tbukota Jakarta 

Berdasarkan 

BERITA ACARA PENILAIAN ARSIP INAKTIF 

NOMOR ...•...........•.•................•. · · ··· 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-keten 
Pokok Kearsipan; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokurnen Perusahaan 
Daorah; 

3. Undang-Undang Noror 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undan; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang emerintah Daerah 

sebagairmana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pererintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagal lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

6. Peraturan Pomerintah Nomnor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tertang Tata Cara 
Penyeraban dan Perusnahan Dokumen Perusahaan, 

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan 
Fungsional Arsiparis dan Pustakawan, 

9. Koputusan Presiden Norr 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip 
Statis; 

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tantang Pengelolaan Kearsipan; 

1f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tantang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

13. Peraturan Gubomur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pendosiran Arsip/Dokumen Daerah di Lingkungan Perorintah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

14, Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Walilb Sorah Arsip 
Dolumen Daerah; 

15. Peraturan Gubermnur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan 
Prasarana dan Sarana Kearsipan; 

16. Peraturan Gubemur Nomor ... Tahun .. tentang Organisasl dan Tata 
Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; 

17 Peraturan Gubemur Nomor • Tahun ... tentang Pengelolaan Arslp 
inaktit; 
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18. Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pola Administrasi 
Kearsipan dan Dokumentasl Pererintah Daerah Khusus lbukota 
Jakarta; 

1g. Keputusen Gubernur Nomor 485 Tahun 1994 tentang Klasifikasi 
Kearsipan Permerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

20. Keputusan Guborrur Nomor 352 Tatun 2004 tentang Kode Klasifikasi 

dan Tata Cara Penyimpanan Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Khu$us 
lbuiota Jakarta, 

21. Keputusan Gubomur Nomor 1379 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Penyusutan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsl 
Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

22. Surat Tugas Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daorah Provinsi DKI 
Jakarta Nomor ...oooooo..Iatun ...rooooooo 

Pada hari Jni ,_ ,,, , tarp ·······•·-····· .. -· .. buan - 

tatun .....co..... yang bertanda tangan di bawah ini Panilia Pemusnahan Arsip Inaktif, setelat 
mondapat tugas dani Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta 
Nomor .. , tanggal ,.,_ .. , bulan ,_,, � telah 
melaksanakan Penilaian dan Pertimbangan Arsip inaktif sosual dengan Daftar Pertelaan 
sebagaimana termuat dalam Lampiran 

Arslip Inaktif yang dinilai berdasarkan nilai guna Arsip sesuai dengan Daftar 
Jadwal Retensi Arsip (JRA) telah dapat dimusnahkan. 

Berita Acara ini dlbuat masing-masing; 
1. Lembaran Pertama (asli) untuk Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (8PAD); 
2. Lembaran Kedua, Pan#tia emusnahan Arsip; dan 
3. Lernbaran Ketiga, Pencipta Arsip inaktif bersanglutan. 

Jakarta, , ... 

Ketua Panitia, 

. . . .  

N1'P  •..•• ' .•..••..•.... 



Lampiran[Vb; Peraturan Guberur Provinsi Darah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 90 1AM 2010 
Tahun 7 Apr11 2010 

DAFTAR PERTELAAN ARSIP INAKTIF 
YANG DAPAT DIMUSNAHKAN 

No. Masalah Tahun Jumlah Boks/Berkas Keteranu an (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUK('TA JAKARTA, 

• 



LampiranIV a: Peraturan Gubemur Provingi Daerah Khusu8 
lbukota Jakarta 

Nomor 90 TARUN 2I0 
Tahun 7 Apr11 2010 

NOTA PERSETU.JUAN 

NOMOR ·····················- 

Berdasarkan ketentuan Penyusutan/Pemusnahan Arsip sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerntah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, Peraturan Dagrah 
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan, Keputusan Gubernur Nomor 137g 
Tahun 2004 tentang Tata Cars Penyusutan dan Dafter Jadwal Retensi Arsip Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dan Peraturan Gubermur Nomor ~............... 

Tahun .......... tentang Pengelolaan Arsip inaktif, hasil penilaian dan pertimbangan anitia 
Pemusnahan Arsip [naktif ebagaimana teruat dalam Berita Acara Penilaian Arsip lneit 

tanggaf Nomor - .. _. bu.an ···-· .. ······-··--········· tahun , 
engan ini menyatakan bahwa Arsip lnaktif sebagaimana termuat dalam Lampiran, asal 
Arsip .......................................... dalam rangka pelaksanaan tugas atau urusan ~.................. 

tahun .............. dapat dimusnahkan. 

Jakar1a. ••••··•·•••·••••••····•···••••··•··· ... 

KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 
PROVINSI DKI JAKARTA, 

. 

NIP .............•.•... 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHU'SUS 
IBUK( 'A JAKARTA, 

• 
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Panitia Pemusnahan Arsip lnaktif 

1. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. ( I 

2. . --- . . . . .. . ( ·----- ) 

3. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. ( ..•.. ·•······· ......•...................... ) 

4. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .....•. ---· ......•....•.................... ) 

5. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . (. --- ···--- ··- ) 

6. . ·- -- ( ) 

1. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . ( I 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUK( 'A JAKARTA, 

7 

• 



Berdasarkan 

Lampiran V a :  Peraturan  Gubernur Provins! Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP INAKTIF 

NOMOR ......•.•........•............... 

1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketontuan-ketent1an 
Pokok Kearsipan; 

2. Urdang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 
Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pererintah Daerah 
sebagaimnana telah beberapa kall diubah, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsl 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Nogara Kesatuan Republik Indonesia; 

6. Poraturan Pererintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan 
Arsip; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata 0er% 
Penyerahan dan Perusnahan Dokurnen Perusahaan; 

8. Feraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan; 

9. Keputusan Presiden Nomor 105 T8tun 2004 tentang Pengelolaan Alsip Statis; 

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Gearsipan; 
1f Peraturan Daerah Nomor 5 Tahu 2007 tentang Pokok--pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasl Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Guberur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pendosiran Arslp/Dokumen Daerah di Lingkungan Pererintah 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

14. Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Serah Arsip 
Dokumen Daerah; 

15. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan 
Prasarana dan Sarana Kearsipan; 

16. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Apsi 
Inaktif; 
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17. Kputusan Gubemur Nomor 1 Tahun 1976 tontang Pola Administrasi 
Kearsipan dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Khusus Doukola 

Jakarta 

18. Keputusan Gubemur Nomor 485 Tahun 1994 tentang Klasifkasi 
Kearsipan Pererintah Propinsi Deerah Kusus lbukota Jakarta; 

19. Keputusan Ouberur Nomor 352 Tahun 2004 tentang Kode Klasifkasi 
dan Tats Cara Penyimnpanan Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta; 

20. Koputusan Gubemur Nomor 1379 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Penyusutan dan Daftar Jadwal Retens Arsip Permerintah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

21. Surat Tugas Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi 
DK] Jakarta Nomor .....ooooooo...Tahun ..Ao-ooooooooo 

Pada hall ini tangoal _. bulan ,- . 
tahun ....coos.... yang bertanda tang.an di bawah ini Panitig Perusnahan Arslp Inaktif, 
sotelah mendapat tugas dari Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI 
Jakarta Nomor •••••••• .. •••-•n•••• langgal •••••••-••-••n•••" blJ1an ••••••-.,••••••••• lahUn ,,,.,, .. , ,,, 
tolah mnelaksanakan pernusnahan Arsip Inaktif dai . . . . o o o o o o o o o o o . . . .  masalab/urusan 
............................................. tahun •••••.•••.•. � S011U81 dengan Odar 

Pertelaan Pemusnahan Arsip Inaktif sebagaimana termuat dalamn Lampiran. Perusnaan 
d llakuk&n dengan cara ...•......•...•........•............ 

Berita Acara ini dibuat masing-masing 
4. Lembaran Pertamna (asll) untuk Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD]; 
5. Lembaran Kedua, Panitia Perusnahan Arsip; dan 

6. Lembaran Ketiga, Pencipta Arsip lnaktif bersangkutan. 

Ja�, •••••••••••••••••••rn• 

Ketua Panitia, 

........ ····· . 

NIP . 
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Lampiran V b :  Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Kusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 90 TAHJN 2010 
Tahun 7 April 2010 

DAFTAR PERTELAAN PENUSNAHAN ARSIP INAK TIF 

No. Masalah Tahun Jumlah Boks/Berkas Kotera an (1 (2) 43) 4 (5; (6) 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
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